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KESEHATAN REPRODUKSI

Strategi Revitalisasi KB
Perlu Dirumuskan

NUSA DUA, KOMPAS — Pe-
merintah perlu segera menen-
tukan strategi memperkuat ko-
mitmen revitalisasi program ke-
luarga berencana dan kependu-
dukan. Ini karena strategi tepat
disertai anggaran memadai, ke-
lembagaan kuat, dan sumber da-
ya manusia kompeten menun-
jang kesuksesan program itu.

Demikian dipaparkan Prof Sis-
wanto Agus Wilopo dari Fakultas
Kedokteran Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, pada Konfe-
rensi Keluarga Berencana Inter-
nasional (ICFP) di Nusa Dua,
Bali, Selasa (26/1).

Komitmen politik pemerintah
dan anggaran cukup dinilai akan
sia-sia tanpa strategi tepat meng-
atasi masalah dalam program KB.
"Perlu strategi jitu untuk, misal-
nya, menurunkan angka fertilitas
total (TFR) yang stagnan 2,6 satu
dekade terakhir. Strategi itu ha-
rus menjawab mengapa preva-

lensi kontrasepsi (CPR) naik, .

tetapi TFR tak turun,” ujarnya.

Menteri Keuangan Bambang
Permadi Soemantri Brodjonego-
ro menjelaskan, mulai 2016, pe-
merintah mengalokasikan ang-
garan fungsi kesehatan 5 persen
dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Anggaran itu ter-
masuk untuk program KB.

Menurut Bambang, program
KB mesti jadi prioritas karena
merupakan pilar penting kebijak-
an ekonomi. Keberhasilan prog-
ram KB berkontribusi positif pa-
da pertumbuhan ekonomi. De-
ngan kenaikan anggaran, diha-
rapkan capaian sektor kesehatan,
termasuk KB, meningkat.

Ketua Harian Ikatan Praktisi
dan Ahli Demografi Indonesia
Sudibyo Alimoeso menekankan
pentingnya komitmen pemerin-
tah daerah pada program KB.
Tanpa komitmen politik kuat
pemda, program KB sulit ber-
hasil. Lemahnya komitmen pem-
da menyebabkan program KB
stagnan satu dekade terakhir.

"Tugas Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasio-
nal (BKKBN) untuk menerje-
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Tugas BKKBN untuk
menerjemahkan
keinginan Presiden
dalam KB amat

berat. A

mahkan keinginan Presiden da-
lam KB amat berat. Sebab, pe-
mahaman kepala daerah tentang
KB belum sama, kelembagaan |
KB di daerah tak rapi, dan mutu |
petugas KB perlu ditingkatkan,”
tuturnya. Jadi, selain menambah
anggaran, pemerintah juga perlu
menata kelembagaan KB di dae-
rah serta meningkatkan jumlah
dan kapasitas sumber daya KB.

Hal yang tak boleh dilupakan
pemerintah ijalah tak mungkin
program KB berhasil hanya oleh
BKKBN. Karena itu, BKKBN
perlu bekerja sama dengan ke-
menterian lain, seperti Kemen-
terian Dalam Negeri serta Ke-
menterian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, . dan Trans-
migrasi.

Selain bersinergi menyukses-
kan program KB, kerja sama de-
ngan kementerian lain diperlu-
kan dalam bidang kependudukan
untuk melahirkan generasi ber-
kualitas. "Program KB tak hanya
mengendalikan kelahiran, tetapi
juga melahirkan generasi dan ke~
luarga berkualitas,” katanya.

Menurut Pelaksana Tugas De-
puti Keluarga Berencana dan Ke-
sehatan Reproduksi BKKBN
Sanjoyo, prioritas BKKBN dalam
kependudukan, KB, dan pemba-
ngunan keluarga 2016 ialah prog-
ram Kampung KB sebagai aksi
lokal wujudkan komitmen global.
Ttu, q:sertm dengan penetapan
kriteria dan tolok ukur keberha-
silan seperti target CPR. (ADH)
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